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ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul: “KONSEP PERJANJIAN LEASING
DALAM HUKUM ISLAM” ditulis berdasarkan latar belakang bahwa leasing
merupakan salah satu sistem ekonomi yang dipakai dalam perbankan yang
intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup dan
sebagali sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini, leasing tidak
dikenal didalam perbankan islam sehingga banyak orang menyamakan leasing
dengan ijarah namun demikian leasing berbeda dengan ijarah, maka leasing
didalam perbangkan islam dispesifikan kedalam ijarah muntahiya bittamlik/
IMBT (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).yang mana
kegiatan dilakukan oleh sebuah perusashaan  dengan pengusaha kecil,
perorangan, dan perusahaan.

Perusahaan leasing adalah lembaga non bank yang mana fungsinya
ini sama dengan bank yaitu sebagai sumber pembiayaan. Leasing memberikan
pembiayaan berupa barang, yang mana barang tersebut pembelianya dapat
diangsur sesuai dengan nilai residunya. Pengusaha yang modanya kurang
mengunakan leasing sebagai alternatife yang tepat untuk mempertahankan
perusahaan mereka karena dengan leasing mereka dapat mengunakan sisa
modal mereka untuk melakukan produks yang lain. Kemudian setelah masa
angsuran habis maka barang tersebut dapat dimiliki oleh pengusahaa kecil,
perorangan atau perusahaan tersebut. Ha ini merupakan konsekwensi yang
logis yang harus diperhatikan dalam perkembangan perekonomian pada masa
sekarang ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengunakan metode library
research. Adapun temuan dari skripsi ini adalah bahwa konsep perjanjian
leasing dalam hukum islam ini bisa dikolerasikan dengan ekonomi masa kini,
yang mana pada masa kini masyarakat yang mempunyal usaha tetapi memiliki
dana yang sedikit dapat melakukan perjanjian leasing dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan dana yang ada dapat digunakan untuk keperluan
yang lain. Daam kitap hukum perdata telah ditetapkan ketentuan-ketentuan
umum tetang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian
yang terdapat pada pasal 1233, 2134, 1313, 1338 dan pada pasal 1601. Leasing
diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 namun baru diakui lembaga
pembiayaan melalui pakdes 1988. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,
Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperass No. Kep.
112/MK/IV/1/1974, No. 32/M/SK/21/1974, No. 30/kpb/1/1974 tangga 7
februari 1974  tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Sejak
dikeluarkanya keputusan Menteri Keuangan kegiatan leasing secara resmi
diperbolehkan di Indonesia.



Tata cara dan prosedur leasing tidak terlalu rumit dibandingkan
dengan bank, yang mana salah satu prosedur leasing tidak memakai syarat
jaminan atau angunan sehingga para nasabah atau pengusaha lebih cepat
merasakan manfaat yang dibutuhkanya. leasing mempunyai dua cara
pembiayaan yaitu pembayaran dimuka dan pembayarn sewa dibel akang.

Secara umum transaksi leasing dibolehkan. Namun ada hal-hal yang
membuat leasing tidak dibolehkan. Hal ini yang membuat leasing sering
disamakan dengan ijarah, namun demikian leasing dan ijarah berbeda. Dimana
Leasing di Qiaskan kedalam ijarah yang mana ijarah ini lebih di spesifikan
dengan ijarah muntahiya bittamlik /IMBT. Yang mana harga sewa dan harga
jual disepakati pada awal perjanjian. Dengan demikian IMBT dibagi menjadi
dua jenis yaitu yang pertama IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir
periode sewa, dan yang kedua dengan janji menjual pada akhir periode sewa.
Sehingga leasing dibolehkan didalam hukum islam asal tidak dengan perjanjian
yang dilarang didalam islam.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Melihat kenyataan pada zaman sekarang banyak &auntutlup yang harus
dipenuhi, akan tetapi kebutuhan yang semakin m&aingdan pendapatan yang
selalu tidak dapat memenuhi sehingga masyaraka ygempunyai usaha mencari
alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhan—keéianya demi kelangsungan
perusahaanya atau usahanya untuk memperoleh keanturPengusaha dapat
mengunakan cara yang berbeda-beda, salah satuyaagamudah yaitu dengan
membeli alat-alat untuk menyokong kemajuan usahaakan tetapi dengan membeli
menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi perusdaanterlebih dahulu harus
melakukan berbagai pertimbangan yang matang sehinggpat memberikan
keuntungan bagi usahanya.

Adapun dengan cara lainya adalah dengan loaaging Leasingberasal dari
bahasa inggriso leaseyang berarti menyewakdnistilah ini berbeda dengan istilah
rent/rental yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidakasLeasingatau
sewa guna usaha sebagai suatun jenis kegiatart,dikg@kan masih muda umurnya
di IndonesiaLeasingdi Indonesia secara formal dikenalkan pada tali lyakni

dengan dikeluarkanya Surat Keputusan Bersama KkeHKeuangan, Menteri

'Zaeni AsyhadieHukum Bisnis Prisip dan Pelaksanaanya di Indonegiakarta: PT.

Grafindo Persada, 2005), Edisi Revisi, h. 105.



Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik IndanesNomor KEP
122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30K1/1974 tentang
perizinan usahdeasing Surat keputusan bersama Menteri-Menteri Perdagang
Keuangan, dan Perindustriaan pada tahun 1974 meistlein usahdeasingsebagai
suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam b@etuediaan barang-barang
modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (pex)yselama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran seeskaleb disertai dengan hak
pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modag y@ersangkutan. Pembayaran
imbalan jasa atas pengunaan barang modal terséaktikhn dengan mengunakan
dana yang berasal dari pendapatan barang modabgasangkutah

Pasal 1 surat keputusan bersama tersebut membesiagertian tentang
leasing sebagai berikut: Setiap kegiatan pembiayaan peaasa dalam bentuk
penyediakan barang-barang modal untuk digunakah sl&tu perusahaan untuk
suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembaymaiayaran secara berkala
disertai dengan hak pililfopsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangkauweasing berdasarkan
nilai sisa yang telah disepakati bersdmfas persetujuan Menteri Keuangan telah
berdiri Delapan Perusaha&masingdi Indonesia yang statusnya sebagai lembaga

keuangan Non-Bank

%Faried Wijaya Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank PerkembariBeori, dan
Kebijaknan,(Yogyakarta: BFE, 1991), Edisi ke-2, h.384.

% Suhrawardi K. Lubishukum ekonomi islanfJakarta: Grafika, 2000) h. 94.



Dimana didalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdaiaht ditetapkan
ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan-perikgaag dilahirkan dari kontrak
atau perjanjian, Pasal 1233 yang berbunyi: Tiap+berikatan dilahirkan baik karena
persetujuan, baik karena Undang-Undang, Pasal 3284 berbunyi: Tiap-tiap
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, unttube sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu, Pasal 1313 yang berbunyi: Suganj@n adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanydirierhadap satu orang atau
lebih. Pasal 1338 yang bunyinya: Semua perjanjemgydibuat secara sah berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membualapaPada Pasal 1601 yaitu
berbunyi: Selain perjanjian—perjanjian untuk meksu sementara jasa-jasa, yang
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus daratsggarat yang diperjanjikan,
dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka addla macam perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk kegdan perkejaan bagi pihak
yang lainya dengan menerima upah; perjanjian pehHaumr dan pemborongan
pekerjaaf .

Seperti diketahui bahwé&asing merupakan salah satu sumber dana bagi
pengusaha yang membutuhkan barang modal, selamkajavektu tertentu dengan
membayar sewa.Terdapat dua cara pembiayaanlgasiag yaitu dengan cara hak
opsi(finance leaseflan tanpa hak opgjoperating lease)dengan penjelasan sebagai

berikut:

* R.Subekti, R.TjitrosudibioKitap Undang-Undang hukum perdatéJakartaPT. Pradnya

Paramita, 1987), cet.ke-36, h. 338, 342,.391



Mengunakan hakops leasingdengan hak opsi atau dikenal denfjaance
lease adalah pembiayaan yang memberikan hak kepas$see(penyewa) untuk
memiliki barang modal tersebut sesuai dengan hasgdual atau nilai sisa barang
tersebut. Sesuai dengan perjanjian, pibekseeharus membayar sewa guna barang
tersebut selama jangka waktu yang telah disepakptbila ternyata pembayaran
kewajiban tersebut lancar dan piHadsseanerasa membutuhkan barang modal yang
disewa untuk kelancaran usahanya, pibageedapat membeli barang tersebut sesuai
dengan nilai residunya.

Tanpa hakopsi leasing tanpa halopsiatau dikenal dengawperating lease
adalah pembiayaan yang tampa memberikan hak késgauntuk memiliki barang
modal tersebut. Pihakesseehanya membayar sewa guna barang modal tersebut
selama jangka waktu yang telah disepakati, apdtolatrak telah selesai, pihak
Lesseeharus mengembalikan barang modal tersebut kepddk pessor (yang
memberikan sewa) sebagai pemiliknya. Selanjutyiaakp Lessor mengambil
keputusan apakah barang tersebut akan dijualidgetecara terbuka atau disewa
guna usahakan kembali kepihak yang membutufkan.

Karenaijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak gupa temadi
pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang ameakanijarah ini dengan

leasing Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sanmengacu padaal-ihwal

°Ade Arthesa, Edia HendimaBank dan Lembaga Keuangan Bukan Bgdékarta: PT.
Indeks Kelompok Gramedia, 2006) h. 252-253

®Ibid.



sewa-menyewa. Karena pada dasarnya, walaupun &rdapamaan antaiprah

denganeasing,tapi ada beberapa karateristik yang membedaksaita;

TABEL. I. |

PERBEDAAN DAN PERSAMAANYA IJARAH DENGAN LEASING

No | Keterangan ljarah Leasing
1 Objek Manfaat barang dan jasa. Manfaat bargag sa
2 Metode Tergantung atau tidakTidak tergantung  kondisi
pembayaran | tergantung pada kondisbarang yang disewa.
barang /jasa yang disewa.
3 Perpindahan |aljarah tidak ada a.sewa guna operasi: tidak ada
kepemilikan perpindahan transfer kepemilikan.
kepemilikan b.sewa guna denganopsit
b.IMBT janji untuk| memiliki opsi membeli atau
menjual/mengibahkan | tidak membeli diakhir masa
diawal/ akad. sewa.
4 Jenis leasing| a.Lease Purchase alease Purchase
lainya Tidak dibolehkan karengdibolehkan
akadnya gharar, yaknib.Sale and Lease Back
antara sewa dan beli. | dibolehkan
b. Sale and Lease Back
dibolehkan.

Sumber DataBank Islam Analisis Figih dan Keuangan



Tabel diatas memberikakhtisar perbedaan dan kesamaan anirah dan
leasing Sedikitnya ada empat aspek yang dapat diceryaitni : objek, metode
pembayaran, perpindahan kepemilikanya, dan jeasng.

Oleh karena itu didalam perbanksyari’ah dikenal dengaijarah muntahiya
bittamlik/IMBT (sewa yang ikuti berpindahnya kepemilikan)imana leasing di
Qiaskan kedalamjarah muntahiya bittamlikMBT, yang mana harga sewa dan harga
jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itulama ijarah muntahiya
bittamlik/IMBT, Pihak yang menyewakan berjanji diawal pedoldepada pihak
penyewa, apakah akan menjual barang tersebut &taurengibahkanya. Dengan
demikian ada dua jenis IMBT, yakni:

a. IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir peziegwa. (IMBT

with a promise to hibah).

b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir perisea (IMBT with a

promise to sell)

Dimana dalam prakteknya, produk ini dapat dilakkanamelalui dalam
berbagai cara:

1. ljarah Muntahia Bittamlik melalui Hibah(pemindahan hak milik sah

tanpa imbalan}.

Suatu bentuk sewa yang dalam hal ini hak milik satpindah kepadiessee

tanpa ada imbalan, dengan melakukan akiddh dalam rangka memenuhi janji

"Adiwarman. A. KarimEkonomi Islam Suatu Kajian Kontemparétakarta: Gema Insani

Pres, 2001), h. 103.



sebelumnya ketika penyelesaian cicilan sewa teratau melalui pembuatan akta
hibah yang di isyaratkan pada penyelesaian sewa cigdaah. Hak milik sah lalu
secara otomatis berpindah tanpa perlu melakukad b&eu dan tanpa pembayaran
tambahan selain dari jumlah yang dibayar ddslsealidalam penyelesaian cicilan.

2. ljarah Muntahia Bittamlikmelalui perpindahan hak milik sah (penjualan)
pada akhir sewa melalui suatu imbalan simboligaRgan mencakup hal-
hal sebagai berikdjt:

a. Akad ijarah yang bisa dilaksanakan setelah sewa djanah
ditentukan. Jika jangka wakiiarah habis masanya, maka akigtah
akan batal.

b. Suatu janji untuk melakukan akad penjualan yang alkakukan pada
akhir jangka waktu ijarah. Ini bisa dilakukan bila lessee
menginginkanya demikian dan telah membayar simbolis

3. ljarah Muntahia Bittamlik melalui perpindahan secara sah (penjualan)
pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan di dalersepvaar’.

Kesepakatan ini juga merupakan suatu akad yangakepakadjarah dan

suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualikad @i mencangkup jumlahsset
yang dijual yang harus dibeli oldbssee(pembeli) setelah habisnya jangka waktu
ijarah. Dengan demikian, ketikeasseanembayar imbalan yang disepalkagsetyang

disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpind@padalesseeyang berhak

8bid.

%Ibid



atas hak manfaat dan memindahkan atau mergasét tersebut dalam bentuk
pemindahan apapun secara sah.

4. ljarah Muntahya Bittamlik melalui perpindahan hak secara sah
(penjualan) sebelum akhir jangka waktu persewaangah harga yang
ekuivalen dengan cicilaijarah yang masih tersisg.

Kesepakatan ini mecakup suatu janji yang dibudt l@esorbahwa dia akan
memindahkan hak milik daassetyang disewakan kepadesseesewaktu-waktu di
inginkan olehlesseeselama jangka waktu ijarah. Pemindahan hak itua geatga
ekuivalen dengan cicilamarah yang tersisa apabila ada keinginan untuk membeli.

5. ljarah Muntahia Bittamlik melalui perpidahan bertahap hakik sah
(penjualan)pssetyang disewakah:

Kesepakatan ini mencakup suatu akachh dengan suatu janji yang dibuat
olehlesseébahwa dia secara bertahap akan memindahkan hikksaiil secara penuh
dari assetyang disewakan kepadasseesampailesseemempunyai hak milik sah
secara penuh daaissetyang disewakan. Ini akan melibatkan penentuanarasget
yang disewakan yang harus dibagi selama jangkamaiddijarah sehinggdessee
mampu memperoleh bagian dassetyang disewakan berpindah kepdéesseepada

akhir akadjarah.

10 | bid.

Hibid.



Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

§ O AT VAOR 26 1m |88 ZZIANOR dm
AHAGD A O+ wwre OO BX-MORDI QIO ¢SOl
OO AEH2ECONEHON AAds eCRY o[X]+m
Sl IN[oXPEEER T #er08 2 € fOKHAR
BXU0>00xa €0 Qe ONO =00 oo N
AFord- OO BXVOACOMHIRL SF-@O ALo I

<OBGZOG ¢ 1>HOO D= o OHAYE

Artinya:

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orargn] tidak dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menuamg ypatut,
bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuiladiwlaaAllah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al-Bagaroh:233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapApa bila kamu
memberikan pembayaran yang patut’. Ungkapan terseleaunjukan adanya jasa
yang diberikan berkat kewajiban membayar uffale) secara patut. Dalam hal ini
termasuk di dalamnya jasa penyewaan k#asing

Negara Indonesia adalah Negara yang mana maypetaduduknya adalah
beragama islam, namum para pengusaha lebih mem#imbeli barang dengan
mengunakan carkeasing, karenaleasing merupakan sumber dana bagi pengusaha
yang membutuhkan barang modal. Perusahaan dapaperash barang modal
dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakanyslang berproduksi, yang dapat
di angsur setiap bulan atau setiap tri wulan kefdasksor Setelah jangkd.ease

selesai, ia dapat memiliki barang modal yang belsaan. Dengan perjanjian

12 bepag RAI-Quran dan TerjemahaifiSemarang: Toha Putra, 1971) h.57
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leasingakan lebih menghematkan biaya dalam hal pengelutaa tunai, dibanding
dengan membeli secara tunai.

Leasing fungsinya setingkat dengan Bank. Bank tabungan s#genisnya,
sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengdéih @gai satu tahun hingga
lima tahun) Leasingsalah satu alternatif yang biasa dipakai oleh psaiga yang ada
di Indonesia, di dalam ajaran Agama Islam telah besikan tuntunan didalam
bermua’'malah, dimana setiap jenis transaksi tl@kh memberikan kerugian dan
memberatkan kepada salah satu pihak tidak bolels@ialasi(maysir),tidak boleh
ada investasi yang dapat menimbulkan kesangsidnkebalalannyalgharar) dan
tidak boleh ada riba yang menimbulkan bunga yabgldinkan kepada satu pihak.
Caraleasingyang dipakai oleh para pengusaha memberikan q@tdangan islam
sendiri tentandeasing

Apakah konsepeasingdibolehkan dalam islam, sedangkan usiaaaing di
Indonesia belum diatur dalam undang-undang khuang ynengatur ketentuan dalam
leasing.

Dengan adanya masalah di atas, penulis tertaridkkuntengadakan suatu
penelitian dengan judul*‘KONSEP PERJANJIAN LEASING DALAM HUKUM

ISLAM”.

B. BATASAN MASALAH.
Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkuprdgenelitian ini maka
wilayah penelitian dibatasi pada konsep perjarigasingdalam hukum perdata, tata

cara dan prosedigasing,dan bagaimana keduduki@asingdi dalam hukum islam.
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C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana konsep perjanjilgasingdalam hukum perdata?
2. Bagaimana tata cara dan prosddasingtersebut?

3. Bagaimana kedudukdeasingdi dalam hukum islam?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
A. Tujuan
1. Untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjeasing dalam hukum
perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara dan proseaking.
3. Untuk mengetahui bagaimana keduduleasingdi dalam hukum islam.
B. Kegunaan
1. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikadigh&an formal pada
perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negerit&ulSyarif Kasim Riau
khususnya Fakultas Syariah.
2. Menambah wawasan penulis dalam masd¢asing khususnyaeasing

dalam konsep islam.

E. METODE PENELITIAN
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Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimalkam penulis

menyusunan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe dan Sifat Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakdliorary research)yakni
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bdtehan kepustakaan atau data
sekunder yang relevan dengan masalah yang digditiangkan ditinjau dari sifatnya,
maka penelitian ini tergolong kepada penelit@eskriptif dimana terdapat analisa
yang terperinci tentang setiap permasalahan yamgaetigpokok bahasan.
2. Sumber Data
Karena penelitian ini adalah penelitian kepustaki@irary research)yakni
meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamalkaa SkkunderDatasekunder
Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakan dapat di golongkan
sebagai berikut:
1. Bahan HukumPrimer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
Undang-Undang Hukum Perdata dan seterusnya.
2. Bahan HukumSekunder,yakni yang memberikan penjelasan mengenai
bahan-bahan hukum primer seperti: hasil karya kddengan hukum dan

seterusya.

3 Soerjono Soekanto, Sri Mahmudfienelitian Hukum Nomartisuatu tinjauan singkat,

(Jakarta: CV. Rajawali , 1985), h. 14.
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3. Bahan HukumTertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekwsegerti: Kamus

dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan tipe penelitian ini adalah penelitian kspkaan(library reseach)
maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui iskehustakaan yakni peran
aktif menulis untuk mempelajari konskgasingdalam hukum islam serta menelaah
literatur-literatur kepustakaan lainya yang menikiorelasi dengan permasalahan
yang diteliti.
4. Metode Penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulegaat dikumpulkan
maka penulis membahas dengan cara sebagai berikut :

a. Metodelnduktif

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data- yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti dengangumakan kaedah-kaedah
khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulaarseumum.

b. MetodeDeskriptif Analitik

Metode ini adalah suatu cara mengumpulkan data gemggap berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti kemudian dil@dqaskecara sistematik.

5. Metode Analisa Data
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Setelah data diperoleh kemudian data tersebutaiiimkkan sesuai dengan
masalah pokok dan untuk seterusnya disajikan délanuk kalimat yang mudah
dipahami dan dimengerti, kemudian data tersebungiingkan atau diterapkan ke
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pgadapat para Sarjana

(doktrin) serta teori-teori hukum lainya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahammesayelusuri dari
tulisan ini, maka penulis menyusun sistematikamabeberapa bab-bab dan sub-sub
yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahakan.

Bab | pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdirild&r belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegupanelitian, metode
penelitian serta sistematika.

Bab Il ini menguraikan mengenai prafdasingyang menjelaskan dari sejarah
keberadaafeasing dan faktor-faktor yang mendorong terjaditgasing

Bab Ill menjelaskan pengertiateasing jenis-jenisleasing resiko manfaat
leasing dan perkembangdeasingdi Indonesia.

Bab IV analisa data yang berisikan tentang konseging dalam hukum
perdata, tata cara dan prosedeesing dan kedudukarneasing di dalam hukum
islam.

Bab V adalah bab yang terakhir yang berisikan kpslem dan saran.
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BAB I

PROFIL LEASING

A. Sgarah Leasing

Leasing adalah bagian keuangan yang paling menakjubkan dan sering disalah
pahami. Sebagai suatu industri besar di Amerika Serikat, Leasing tumbuh dari kecil
setelah Perang Dunia Il menjadi multi meliar dolar termasuk ribuan Perusahaan
Leasing dan jutaan penyewa.

Dipanta Barat Laut Mediterania, sekitar 1400 SM, penduduk oleh bangsa
phoenician berkembang. Selain mengembangkan abjak yang lebih bak yang
mendahului orang yunani, mereka terlibat dalam leasing. Kapal-kapal carteran
disewakan pada tuan-tuan tanah yang lebih terbaik dalam menjalankan usahanya
sendiri dari pada memiliki kapal-kapa tersebut. Sebuah tindakan yang akhirnya
dipelgjari pengusaha baru-baru ini.*

Di lembah Mesopotamia leasing digunakan untuk mengembangkan tanah
terbengkalai. Leasing perumahan yang diukir di batu (serta beberapa saat ini) dan
tahun 551 SM di Kergjaan Babilon melarang penyewaan kembali dan mewajibkan

penyewa menanam pohon-pohon dan menjaga keteraturan rumah.?

! Veithzal Rivai, Adria Permata Vaithzal, Ferryn. Idroes, Bank and Financial Institution
Management, (Jakarata: PT.Rgja GrafindoPersada, 2007), h. 1203.

2 hid.
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Bangsa Amerika menemukan teknik leasing-nya lewat perkembangan leasing
persentasi Leasing, persentase yang pertama dicatat adalah dari sebuah tukang cukur
di grand termina building sekitar tahun 1905-1906. Leasing Persentasi berkembang
dari depresi, sgjak sewa disesuaikan dengan kondis ekonomi yang berubah. Tuan
tanah yang mempunya rumah kosong melihat Leasing Persentase sebagai sebuah
metode untuk mencari pekerja-pekerja baru. Konsep ini menyebar sampai leasing
mineral, dimana leasing di ikat pada persentase hasilnya. Leasing jenis ini
menyingkirkan resiko dalam spikulasi sumber mineral °.

Pada tahun 5000 SM Leasing juga dilakukan oleh orang-orang Sumeria.
Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Samaria menunjukan bahwa
trasaks Leasing meliputi Leasing peralatan, pengunaan tanah dan binatang
peliharaan.* Dalam perkembangan berikutnya banyak yang sistem hukumya
mencantumkan Leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Perkembangan usaha
ini industri pertanian, manufaktur dan transportasi membawa banyak jenis peralatan
yang memungkinkan untuk dibiayai dengan cara Leasing. Kegiataan Leasing tertingal
jauh popular dibanding Bank, atau Lembaga Keuangan lainya. Trasaks leasing
moderen telah lama diperaktekan di Inggris, namun baru pada tahun 1870-1880

kegiatanya dianggap moderen.

®Ibid.

* Eddy P. Soekandi, Mekanisme Leasing, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 18
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Dalam periode itulah, kegiatan Leasing berkembang dan berbeda dengan
kegiatan lease tanah terdahulu. Dalam arti Lessee dibebani kewajiban
mengembangkan tanah tersebut dan menambah bangunan yang dianggap perlu dan
dengan cara itu mempertinggi nilai objek Leasing. Leasing moderen ini juga
membedakan diri dalam bentuknya kepada lessee jaminan bahwa ia akan membayar
sewa dengan segera dan juga memenuhi janji membangun jika waktunyatiba.

Di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1877 The Bell Telephone Compeni telah
memberikan layanan penyewaan telepon kepada langgananya melalui pembayaran
cicilan. Pada tahun 1952 Perusahaan Leasing di San Fransisco mendatangi
perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara Leasing.
Persistiwa ini mendorong serta pangkal tolak atas kemunculan Perusahaan Leasing di
Negara-Negara lain seperti Inggris, Jerman dan Jepang. Perkembangan Leasing
berikutnya terjadi pada tahun 60-an hingga awal 1970. Pada tahun yang sama di
Philadelphia juga dirintis transaksi Leasing untuk gerbong kereta api yang dilakukan
oleh Railoroat Compeni Trut dan diikuti oleh The Norh Central Wagon Compeni;
England.®

Perkembangan berikutnya sulit di monitor, namun trasaksi Leasing semakin
berkembang terus dalam komonitinya, maupun jenis trasaksi Leasing yang bervariasi.
Setelah Perang Dunia Il leasing mengalami perkembagan yang pesat di Amerika

Serikat, dengan ruang geraknya menjadi lebih luas. Semula, terbatas pada beberapa

® Veithzal Rivai, Adria Permata Vaithzal, Ferryn. Idroes, op.cit., h. 1204
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bidang usaha sga meluas kebidang-bidang yang lain seperti Perhotelan,
Perindustrian Pertanian, Pengangkutan, Kapal Terbang, dan aat-alat kebutuhan
rumah tangga. Pada tahun 1952, seorang usahawan terkenal Henry Schenfeld
mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Leasing di Amerika
Serikat. Dengan modal awal ketika itu sebesar US$ 20.000, ia mengembangkan
usahanya dan merupakan salah satu Perusahaan Leasing yang paling terkemuka di
Amerika Serikat. Dalam perkembanganya kemudian, usaha Leasing terus
berkembang tidak saja di Amerika Serikat, tetapi juga di Eropa seperti Prancis,
jerman Barat, Norwegia, dan Belanda. Selain di Inggris serta beberapa Negara Asia
(Jepang, Taiwan, Hongkong) dan Australia. Negara-Negara di Benua Asia cukup
pesat terjadi perkembang bisnis Leasing, antara lain Jepang, Hongkong, Korea
Selatan Singapura serta Malaysia.®

Sementara itu, di Indonesia usaha Leasing mulai diperkenalkan pertama kali
pada tahun 1974, dan pada awa kemunculan Leasing belum menunjukan
perkembangan yang berarti, disaat Indonesia sedang giat-giatnya membangun
terutama disektor pertanian. Kemunculan lembaga Leasing ini merupakan suatu
aternatif yang cukup menarik bagi pengusaha karena pada saat itu sulit didapatkan
dana Rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang, sedang melalaui Leasing
dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang modal dengan jangka

pengembalian dengan pengembalian antara tiga hingga lima tahun atau bahkan |ebih.

81bid.
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Disamping itu, para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan
yang berlaku dimana untuk kepentingan pajak trasaksi Leasing diperhitungkan
sebagai Operating Lease sehingga Lease Rental dianggap sebagai biaya yang bisa

mengurangi pendapatan kena pajak.”

B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Leasing

Ada beberapa alasan melakukan leasing yaitu dikerenakan jika pasar modal
sempurna, maka leasing maupun pinjaman utang mumpunyai hasil yang sama.
Dengan kata lain, perusahaan akan Indifferent (sama sgja) antara Leasing dengan
utang. Tetapi ketika ketidak sempurnaan pasar, maka Leasing bisa menjadi aternatif
sumber dana yang lebih menarik dibandingkan dengan utang, dalam beberapa situasi.

Adapun alasan yang mendesak yaitu:®

1. Terbatasnya kemapuan Bank dalam memberi kredit.

2. Perbankan mulai kesulitan dalam menghimpun dana.

3. Keputusan terhadap setiap permohonan kredit yang di gukan nasabah

memer|ukan waktu yang relatif lama.

4. Nasabah memerlukan keputusan serba cepat.

"Ibid.

8bid.
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5. Danayang tersedia pada pengusaha dapat digunakan untuk meningkatkan
produksi sehingga perlu aternatif sumber pembiayaan lain untuk peralatan
modal.

6. Kebutuhan nasabah tidak dapat dipenuhi 100% sesuai dengan kebutuhan.

7. Efesiensi, Efektifitas, dan Produktifitas yang tinggi bagi pengusaha
merupakan kebutuhan yang mendesak.

8. Adanya pembatasan dari Bank Indonesia perbankan dalam menyalurkan
kredit yang dikenal dengan Ceiling Kredit.

9. Adanya penetapan batas suku bunga deposito perbankan oleh Bank
Indonesia.

10. Adanya fasilitas kredit likuiditas dari Bank Indonesia sehingga perbankan
tidak berusaha memobilisasi dana, sementara itu masyarakat kurang
berminat menabung pada perbankan karena balas jasa tabungan negatif
sebagal akibat inflansi yang tinggi.

Sebagaimana diketahui, tujuan pembangunan di Indonesia adalah mencapal
masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan
Pancasila. Untuk mencapai pembangunan tersebut Negara kita memerlukan dana dan
tidak sedikit keperluan ini telah memaksa pemerintah Indonesia, dalam hal ini
Departemen Keuangan untuk berusaha keras mendapatkan sumber-sumber
pembiayaan baru. Untuk itu di izinkan berdirinya suatu usaha leasing yang
merupakan dapat membantu kebutuhan modal baik dalam maupun dari luar negeri

dalam hal yang besar.
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Usaha Leasing pada dasarnya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan barang
modal dan keberadaan perusahaan Leasing telah dirasakan manfaatnya dan dapat

membantu perkembangan perekonomian.
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BAB I11

GAMBARAN UMUM LEASING

A. PENGERTIAN LEASING

Leasingadalah merupakan suatu “kata atau peristilahan bari Bahasa
Asing yang masuk kedalam Bahasa Indonesia, yangaaekarang masih dipakai
kataleasingdalam Bahasa Indonesia karena tidak atau belunyauadirasa cocok
untuk mengantikan istilah itu. Istildleasingini sangat menarik, oleh karena itu ia
bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahKamdaahasa setempat, baik di
Amerika yang merupakan asal usul adanya lemh&gsingini, maupun lembaga
yang telah mengenal lembagasingini.

Secara umum Leasing artinya adalah Equipment Funding, yaitu
pembiayaan/barang modal untuk digunakan pada pmeekiksi suatu perusahaan
baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengkfiaisi Leasingitu sendiri
ada banyak pendapat. Menurlihe Equipment Leasing Associatiaih London
memberika defenisi sebagai berikut:

“Leasing adalah perjanjian antara lessor dengarsde untuk penyewan

suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditékan oleh lessee. Hak

pemilihan atas barang modal tersebut ada pada t#ssedang lessee hanya

'Suhrawardi K. LubisHukumEkonomi Islan{Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 95
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mengunakan barang modal tersebut berdasarkan uawga syang telah

ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”

SedangkanFrank Tiara Supit memberikan pengertiafeasing sebagai
berikut?

“Compeni financing in the providing capital goodsithv user masing

periodical payments. User would have option to they capital goods or to

prolong the leasing period on the basis of the reng value.”

Dapat diartikan bahwadeasing itu adalah Pembiayaan perusahaan dalam
bentuk penyedian barang-barang modal dengan pemalmayscara berkala oleh
perusahaan yang menggunakan barang-barang modebuér dan dapat membeli
atau memperpanjang jangka waktu berdasarkansiski

Berdasarakan beberapa pengertian tersebut di mt@sa pada prinsipnya
pengertianleasing itu adalah sama dan harus terdiri dari unsur-umgmngertian
sebagai berikut:

a. Pembiayaan perusahaan

b. Penyedian barang-barang modal

c. Jangka waktu tertentu

d. Pembayaran secara berkala

e. Adanya hak pilifoptie)

f. Adanya nilai sisa yang disepakati.

2 Dahlan Siamat,
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Dari segi pandangan hukum kegiateasingmemiliki 4 ciri, yaitu:®

1. Perjanajian pihakessordengan pihakessee

2. Berdasarkan perjanjiareasing, lessormengalihkan hak pengunaan
barang kepada pihdlessee.

3. Lesseamembayar kepada pihdlessoruang sewa atas pengunaan barang
atauasset.

4. Lesseemengembalikan barang atassettersebut kepadéessor pada
akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan kangaktunya kurang
dari umur ekonomis barang tersebut.

Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Pestndn dan Menteri
Perdagangan No. Kep. 122/MK/TV/2/74, no. 32/MISK&/dan No. 30/kpb/1/74
tertanggal 7 januari 1974, yaitu:

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahdalam bentuk

penyediaaan barang-barang modal untuk digunakah sktiap perusahaan

untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan @gmtan-pembayaran
berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi pssbhaan tersebut untuk
membeli barang-barang modal yang bersangkutan at@mperpanjang

jangka waktu Leasing berdasarkan nilai sisa yarghelisepakati bersama.

3 Dahlan siamat, loc.cit.

*Eddy P. Soekandi, Mekanisme Leasing, (Jakarta:i&halonesia, 1986) h. 16.
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Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tatgggal 21
November 1991 tentang kegiata@asingatau sewa guna usaha, yaitu:

“Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentukypdiaan barang

modal baik secara Leasing dengan hak opsi (Findrease) maupun Leasing

tampa hak opsi (Operating lease) untuk digunakah dlessee selama jangka
waktu Leasing berdasarkan nilai sisa yang telakeplékati bersama”.

Yang dimaksud dengdfinance Leas@adalah kegiatan usahaasingdimana
Lesseepada akhir kontrak mempunyai halpsi untuk membeli objekLeasing
berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedan@qzerting Leaseadalah kegiatang
LeasingdengariLessegada akhir kontrak tidak mempunyai hagbsi untuk membeli

objekLeasing.

B. JENISJENISLEASING

Secara umum jenis-jenlseasingini bisa di bedakan menjadi dua kelompok
utama. Hal yang sangat penting yang perlu dipdduatdari kedua jenis ini adalah
mengenai hak kepemilikan secara hukum, cara pmacatidalam akuntansi serta

mengenai besarnyantal Dua jenis tersebut adalah:

°Ade Arthesa, Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuarskan Bank, (Jakarta: Indeks,

2006), h. 249.
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1. Finance Lease

Perusahaan pada jenis ini berlaku sebagai suatbatpmkeuangari.essee
yang akan membutuhkan suatu barang modal menentskadiri jenis serta
spesifikasi dari barang yang dibutuhkdesseguga mengadakan negosiasi langsung
denganSupplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan sertdalairhal yang
berhubungan dengan pengoperasian barang terselmdand Lessor hanya
berkepentingan mengenai pemilikan barang terseimaira hukunf.

Lessorakan mengeluarkan dananya untuk membayar baresepte kepada
Supplierdan kemudian barang tersebut diserahkan kepadsee Sebagai imbalan
atas jasa pengunanaan barang tersebsgeeakan membayar secara berkala kepada
Lessorsejumlah uang yang berupa rental untuk jangka wédttentu yang telah
disepakati bersama.

Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meli@rtga barang yang dibayar
oleh Lessorditambah faktor bunga serta keuntungan pibegsor.Kini jelas pada
Finance Leaseani Lessorhanya merupakan pemilik barang secara hukum, gedan
Lesseanerupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonatass barang tersebut.

Pada akhir mashease, Lessemempunyai hak pilih untuk membeli barang
tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan faensebut kepadhessoratau

juga mengadakan perjanjiareasinglagi untuk tahap yang kedua atas barang yang

®Eddy P. Soekandap.cit, h.20
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sama. Besarnyeental serta masdeaseyang kedua ini jauh berbeda dengan yang
terdapat pada perjanjidreasepada tahap pertama.
2. Operating Lease

PadaOperting Lease, Lessanembeli barang dan kemudian menyewakan
kepadalLesseeuntuk jangka waktu tertentu. Dan dalam prakieisseemembayar
rental yang besarnya secara kaseluruhan tidak meliptgaHzarang serta biaya yang
telah dikeluarkan olehessor’

Didalam menentukan besarnya rentassortidak memperhitungkan biaya-
biaya tersebut karena setelah masaseberakhir diharapkan barang tersebut masih
cukup tinggi.

Disini secara jelas tidak ditentukan adanya rsiga serta halopsi bagi
lessee Setelah mas#ease berakhir lessor merundingkan kemungkinan dilakukan
kontrak lessee yang baru. Dari adanya beberapa kontiaksee ini lessor
mengharapkan keuntunganya. Disamping hal tersédsgor juga mengaharapkan
juga adanya keuntungan dari hasil penjualan batersgbut setelah madaase
berakhir. PadeOperating Leaseni biasanya lessor bertangung jawab mengenai
perawatan barang tersebut.

Barang-baramg yang sering digunakan da@perating Leaseni terutama
barang-barang yang mempunyai nilai tinggi sepddi-alat berattraktor, mesin-

mesin dan sebagainya.

"Ibid.
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Adapun jenis perjanjian sewa guna barang yakni dsanmdtan atas status
barang modal, maka perjanjian sewa guna usaha ddygtakan menjadi sewa guna
usaha langsungPirect Finance Leasg)penjualan dan penyewaan kemi(@ales
and Leaseback).

Direct finance leas@adalah kesepakatan antara perusahaan sewa gura usa
yang menyewakan untuk membiayai barang yang merkartu penyewa guna
usaha. Dalam trasaksi ini, penyewa guna usahaitertahulu memilih modal yang
dibutuhkan termasuk merundingkan harga beli, jamiparna jual dan kondisi-
kondisi lain. Jadi dalam hal ini dapat dikatakanupahaan guna hanya membelikan
barang modal atas nama penyewa guna usaha untakjuteya disewa guna
usahakan.

Sales and Leasebacklalah kesempatan antara perusahaan guna usaliga (ya
menyewakan) untuk membiayai barang modal yang tdiakli atau sebelumya
dimiliki oleh penyewa guna usaha. Trasaksi ini lzngilakukan untuk barang modal
eks impor dimana seringkali kondisi perusahaan sewa gunahausadak
memungkinkan mengimpor secara langsung.dalam hapenyewa guna usaha
melakukan impor barang modal yang dibutuhkan ddelade tiba harga beli dan
biaya-biaya lain termasuk bea masuk dapat dibiajeh perusahaan sewa guna
usaha. Trasaksbales and Leasebagliga dapat dilakukan terhadap barang modal
non impor dengan mekanisme usaha yang sama, balt&atipandang layak, barang
modal yang masih dan akan tetap digunakan penyewa gsaha dapat juga disewa

guna usahakan. Trasaksi yang terakhir ini seringkdhkukan untuk tujuan
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kebutuhan modal kerja atau mengurangi jumlah igestang terlalu besar terhadap

aktiva tetap.

C. MANFAAT DAN RESIKO LEASING

Setelah lebih Dari 10 tahuleasing di Indonesia banyak perkembangan-
perkembang yang berarti atasa usadasingini. Perkembangan ini tidak akan terjadi
tanpa ada dukungan dari masyarakat terutama meyakg secara langsung
memperoleh manfaat ddreasingini. Disamping hal tersebut, pihak pemilik modal
juga mempunyai andil atas perkembandarasing di Indonesia dimana mereka
menanamkan modalnya yang tidak sedikit jumlahnyakdnisme serta interaksi
yang baik tersebut bisa terjadi karena selamailirakppemerintah yang dalam hal ini
adalah Departem Keuangan yang memberikan ikling yemk yang memungkinkan
Leasingbisa tumbuh dengan baik.

Bagi Lesseeyang selama ini memperoleh manfaat dheasing tentu
mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka bergabhurdan mengadakan
transaksi dengan perusaha&sasing Manfaat tersebut membuat perusahasesing
berkembang dengan baik di Negara kita.

Secara umum beberapa segi keuntungan leasing adalah:®

1. Sewa guna usaha menawarkan penghematan dibandimgkabeli.

8 vaithzal Rivai, Andria Permata Vaithzal, Ferryldroes,Bankdan Financial Intitution

Management(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 1206
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2. Sewa guna usaha menyediakan sebuah sumber madahtft
3. Sewa guna usaha menyediakan pembiayaan keuangateya.
4. Sewa guna uasah memperluas jarak keuangan.
5. Sewa guna usaha memungkinkan pengangaran kasglahgdksibel.
6. Sewa guna usaha melindukgedit yang sudah ada.
7. Sewa guna usaha menyediakan pembiayaan total.
8. Sewa guna usaha dapat menyediakan pembiag&aisisi ditambah
biaya-biaya terkait.
9. Sewa guna usaha menyediakan perlindungan teraftiapsi.
10. Sewa guna usaha menyediakan pembiayaan yang eegdtlksibel
11.Sewa guna usaha mempermudah pembukuan.
12.Sewa guna usaha menyediakan penghapusan pajak tanah
13. Sewa guna usaha mengurangi resiko keusangan.
14.Sewa guna usaha menyediakan periode percobaan.
K eunggulan leasing secara ekonomi °
a. Pembiayaan penuh (100%) tanpa uang muka.
b. Persyaratarelatif tidak ketat, tanpa syarat jaminan tertentu.
c. Pembayaran angsuran reldl#ksibel

d. Tidak harus dicantumkan dalameraca(off balance sheet).

° Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmadoftirembaga KeuangarJakarta: PT.

Rineka Cipta, 2005), h. 117.
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e. Terlindung dari resiko keusangan.
f. Pembiayaan proyek berskala besar.
g. Tingkat keamanan pembiayan lebih terjamin.

Adapun resiko atau kelemahan Leasing ter sebut adalah:

-

. PerjanjianLeasingdapat dibatalkan setiap saat.

2. Lesseanungkin menimbulkan kehilangan nilai sisa atagbgmodal.

3. Leasingmenghilangkan kebanggaan kepemilikan

4. Leasingtidak menguntungkan dalam hal adanya kelebihag tiarai.

5. Leasing mungkin memerlukan biaya yang lebih besar daripaeiagan
dana yang lain.

6. Default nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.

7. Rusak; asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemetihara
bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontedkva pemeliharaan
dilakukan oleh bank.

8. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak daktirdau membelasset

tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kemkalintungan dan

mengembalikan sebagian kepada nasabah.

D. PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA
Leasingatau sewa guna usaha sebagai suatun jenis kegiajaet dikatakan
masih muda umurnya di Indoneslaeasingdi Indonesia secara formal dikenalkan

pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkanya Suegtutisan Bersama Menteri
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Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagarigepublik Indonesia Nomor
Kep 122/MK/1V/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nom@®d/Kpb/1/1974 tentang
perizinan usahaleasing Surat keputusan bersama Menteri-Menteri Perdagang
Keuangan, dan Perindustriaan pada tahun 1974 nmieisilein usahdeasingsebagai
suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam beetwediaan barang-barang
modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (pex)yselama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran seedkalab disertai dengan hak
pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modad) y@rsangkutan. Pembayaran
imbalan jasa atas pengunaan barang modal terséakildn dengan mengunakan
dana yang berasal dari pendapatan barang modabgasangkutafl.

Setelah Pekdes 20/1988 jumlah perusaheasing dan transaksieasing
makin bertambah meningkat, jika dibandingkan dendeaedit perbankan,
pembiayaaninvestasi melalui leasing lebih memberikan kemudahan-kemudahan
karena pengusaha tidak perlu menyediat@lateral (agunan). Asseatang diperoleh
melaluileasingmerupakan jaminan balgissormengingat status kepemilikan barang
modal objeleasingberada padiessor sampai perjanijiaft:

Pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 20,1988)p@ikenalkan istilah

lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakekgatan pembiayaan dalam

Faried Wijaya Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembang@eori, dan
Kebijaknan,(Yogyakarta: BFE, 1991), Edisi ke-2, h.384.
frianto pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abt@mbaga Keuangargjakarta: PT.

Rineka Cipta, 2005), h. 110
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bentuk penyediaan dana dan modal dengan tidak rkedeara secara langsung dari
masyarakatléasing, ventura capital, factoring, credit cagnconsumer finange
Hadirnya lembagdeasing memungkinkan perusahaan mengunakan barang modal
yang dibutuhkan tanpa harus terlebih dahulu memiblrang modal yang
bersangkutan.

Pada awal kemunculaheasing belum menunjukan perkembangan yang
berarti, disaat Indonesia sedang giat-giatnya meguraterutama disektor pertanian.
Kemunculan lembagéeasingini merupakan suatu alternatif yang cukup menarik
bagi pengusaha karena pada saat itu sulit didapdikana Rupiah untuk jangka
waktu menengah dan panjang, sedang meldlaasing dapat memperoleh dana
untuk membiayai pembelian barang modal dengan @mnugngembalian dengan
pengembalian antara tiga hingga lima tahun atalkaratebih. Disamping itu, para
pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adamgtun yang berlaku dimana
untuk kepentingan pajak trasakseasingdiperhitungkan sebag&perating Lease
sehinggalease Rentabianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi patatap
kena pajak.

Sebagaimana diketahui, tujuan pembangunan Indore#ah mencapai
masyarakat adil makmur yang merata secara matdaal spiritual berdasarkan
Pancasila. Untuk mencapai pembangunan tersebuiigtaerlukan dana yang tidak

sedikit jumlahnya. Pembiayaan pembangunan Indorgsmapai saat ini sebagian

2pid.
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besar dibiayai oleh sumber Perbankan. Namun, dgngaah dana yang dibutuhkan
untuk pembangunan sedemikian besar, keperluarelah tmemaksa pemerintahan
Indonesia, dalam hal ini Departemen Keuangan, uftefusaha keras mencari
sumber-sumber baru. Untuk itulah diizinkan berg@airsuatu usah&asing yang
akan dapat membantu kebutuhan modal baik dari dat@mpun dari luar negeri,
dalam dana yang besar

Usahaleasing ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan barang modal d
keberadaan perusahateasing telah dirasakan manfaatnya dapat membantu
pengembangan perekonomian Indonesia.

Perusahaateasing yang memberikan jasa berupa pengadaan barang modal
atau alat produksi, dalam jangka waktu menengahddéam jangka waktu panjang,
perusahaateasing membayar sejumlah uang secara berkala, yangiteeatir nilai
penyusutan suatu lease ditambah dengan bunga, @@ kain-lainya, serta
keuntungan yang diharapkan olelssor Kehadiran perusahadeasingdi Indonesia
telah mampu menciptakan konsep baru untuk mendapatkrang modal tanpa harus
membeli atau memiliki barang tesebut.

Dari sisi pembangunan ekononeasing dapat dikatakan sebagai salah satu
cara menghimpun dana yang terdapat pada masyarsdws menginvestasikan
kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yangngbap produktif dan
menguntungkan. Oleh karena iBasingmerupakan suatu alternatif pembiayaan yang
baik bagi perusahaan yang kekurangan modal, atag yendak menghemat

pemakaian dana tanpa kehilangan kesempatan meftakuwestasi.
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Selain karena pembangunan membutukan dana yang, bes@entara
pemerintah terbatas kemampuanya dalam memikul udelupeban kegiatan
pembangunan kehadird@asingsebagai salah satu alternatif pembiayaan merupakan
sarana yang menjadi pelengkap yang menunjang kegi@mbangunan.

Mengingat rata-rata fasilitas pembiayaan yang dibar oleh perusahaan
leasinguntuk pembiayaan jangka menegah atau jangka panjsahdeasingdapat
dikatakan bergerak dalam pasar modal yang memaperiukan untuk mendukung
kegiatan pembangunan. Karena sifat dari kegiatahalsasing maka pemerintah
melalui Departemen Keuangan membuka kesempatan lyasgoagiinvestor yang
menanamkan modalnya dalam bidang usaasingini.

Perusahaan yang membutuhkan jésasing meliputi segala bentuk yaitu
mulai dari usaha yang bergerak dalam bidang indps&irkantoran jasa, perdagangan,
kesehatan, kontraktor, perbankan, dan lain-laimtie usaha yang memerlukan
peralatan yang bersifgroduktif Dengan demikian, untuk semua perusahaan yang
membutuhkan penambahan peralatan modal bagi peaggeab usahanydeasing
memberi peluang yang bermanfaat dan menarik, slajunga mempunyai beberapa
keunggulan tertentu sebagai salah satu alternagif pmbiayaan atau pengadaan
barang modal yang diperlukan dalam rangkaduksi dari perusahaan. Hal itu
disebabkan dasar kemudahan bagi setiap perusamtak mendapatkan barang-
barang modal yang dibutuhkannya.

Dengan begitdeasing telah berkembang pesat di Indonesia karena banyak

pengusaha yang bersaing dibidang bisnis tetapirkagan modal dan memilih
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leasing sebagai alternatif untuk pembiayaan barang modap ydibutuhkan oleh
perusahaan-perusahaan yang baru berkembang atawnpukh memgembangkan
usahanya. Sehingga perkembanggasing sekarang susah untuk dimonitor karena
banyaknya perusaha#uasingyang bediri, bukan hanya di Indonesia melainkga ju

dinegara-negara maju di Eropa dan Asia.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. KONSEP LEASING DALAM HUKUM PERDATA

Leasingatau disebut juga dengan sewa guna usaha yang mmamngpakan
kegiatan sewa atau menyewakan aktiva tetap, khyausrarang modal.easingdi
Indonesia mulai diperkenalkan sejak tahun 1974 mabauu diakui sebagai lembaga
pembiayaan melalui Pakdes 1988. Berdasarkan KeputiBersama Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Peadggn dan Koperasi.

Ketentuan mengenaleasing dimana kegiatanLeasing secara resmi
diperbolehkan di Indonesia setelah keluar suratutkesan bersama menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pendgaga Nomor
Kep.112/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/21/74 dan Nom®®/Kpb/l/74 tanggal 7
februari 1974 tentang perizinan usdteasingdi Indonesia. Sejak saat itu khususnya
tahun 1980 jumlah perusahaan guna usaha dari teétatun untuk membiayai
penyediaan barang-barang modal dunia usaha semakimgkat.

Keputusan tersebut menjelaskan bahleasing adalah setiap kegiatan
pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan gblaasang modal untuk
digunakan oleh suatu perusahaan (penyewa) tertediatam jangka waktu tertentu,
berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, didekaipilih bagi perusahaan
tersebut untuk memilih barang-barang modal yangdmgkutan atau memperpanjang

jangka waktu_easingberdasarkan nilai sisa yang telah disepakati beas&da lagi



defenisi Leasing menurut keputusan Menkeu No. 1169/KMK.10/1991 Bahd1
november 1991.

“Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentukypdiaan barang

modal secara Leasing dengan hak opsi (Finance Leasipun Leasing

tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakah dleasse selama jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara batkal

Setelah keputusan Menkeu tersebutirdplementasikan aktifitas Leasing
berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal inidekarena kebutuhan masyarakat
yang cukup besar akan barang-barang modal, umumaggarakat tidak memiliki
dana yang cukup untuk membeli barang-barang moedaingga keberadaan
perusahaaleasingsangat membantu perkembangan usaha mereka.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalahnjjerjantara_essor
(perusahaareasing denganlLessee(nasabah) dimana pihdkessor menyediakan
barang dengan hak pengguna oletsseedengan imbalan pembayaran sewa untuk
jangka waktu tertentu.

PengertiarLessoradalah perusahaan yang melakukan kegiatan lwsstsing
dengan menyediakan berbagai macam barang modangieah Lesseeadalah

nasabah yang mengiginkan barang modal tersebut.

veithzal Rivai, Adrian Permata Veithzal, Rerry drdes,Bank dan Financial Institution

Management Conventional & Syari@bakarta, PT. Raja Grafindo.2007) him. 1209



PerusahaariLeasing dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang iberdir
sendiri. Keterbatasan usahaasingadalah tidak boleh melakukan kegiatan yang
dilakukan oleh Bank serta memberikan Simpanan deediKdalam bentuk uang.
Oleh karena itu perusahaabmasingharus pandai-pandai dalam memberikan dan
memilih sasarannya jangan sampai bertentangan wlgaga yang diberikan oleh
Lembaga Keuangan Bank.

Saat ini Leasing telah menjadi alternatif pembiayaan barang modaigy
sangat dibutuhkan oleh pengusaha di Indonesia. ®agkrnydeasinghampir sama
dengan Bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan keagikhan akan barang-barang
modal.

Lembaga pembiayaan didefenisikan sebagai badamaugng melakukan
kegiataan pembiayaan dalam bentuk penyediaan damdparang modal dengan cara
tidak menarik dana secara langsung dari masyar#egiataan usaha lembaga
pembiayaan antara lain meliputi bidang usaha sews gisaha, modalenturg
perdagangan surat berharga, anjak piutang, usahakkadit, dan pembiayaan kartu
kredit konsumen. Sedangkan lembaga keungan bukak B&BB) adalah yang
secara langsung atau tidak langsung menghimpun diamgan jalan mengeluarkan
surat berharga dan menyalurkan kedalam masyaraket gembiayai perusahaan-
perusahaan.

KegiatanLeasingdikhususkan untuk membiayai barang-baramg modad ya
dibutuhkan oleh penyewa guna usaha baik berbemulsphaan (badan hukum) atau

perorangan. Dengan demikian, berbeda dengan sglddsankan dan LKBB,



perusahaan_easing hanya diperkenankan membiayai barang-barang msdajal
sehingga dapat dikatakan bahwa industeasing merupakan mitra bagi sektor
perbangkan dan LKBB.

Dibandikan dengan sumber pembiayaan yang lainh sal ciri khas industri
Leasingadalah jangka waktu pembayaranya yaitu jangka ngatepanjang karena
pembiayaan barang modal tidak menguntungkan bagiepea guna usaha apabila
harus dilunasi dalam waktu singkat. Namun jangk&twg@embiayaan merupakan
salah satu kendala bagi perusahbhaasingkarena dapat dikatakan sampai saat ini
dari sumber-sumber dana dalam negeri kecuali pgaerlobligasi, belum dapat
diperoleh dana jangka panjang. Sumber-sumber dasranegeri sampai saat ini
masih banyak diandalkan karena relatif berjang&ktu lebih panjang, perusahaan
Leasingharus melepas pembiayaan jangka panjang denganategka pendek yang
diperolehnya.

Wewenang untuk memberikan usahaasing dikeluarkan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649\WHA974 tanggal 6 Mai
1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata caianeer dan kegiatateasingdi

Indonesia

2 Fared Wijaya M, Soetatwo Hadiwigerieembaga-Lembaga Keuangan dan Bank,
(Yogyakarta: BPFE, 1999) Edisi 2, h. 385.
®kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lianya, (Jak&: Raja Grafindo Persada, 2002),

Edisi Enam, h. 258.



Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarmymhan Deregulasi 20
Desember 1988 (Pakdes 1988) yang isinya mengatiartg usahd.easing di
Indonesia dan dengan keluarnya kebijakan ini, mis@ntuan usahéeasing
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudialam Keppres Nomor 61 tahun
1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMk3/1988 tanggal 20
Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah peméinayaitu kegiatan pembiayaan
dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidalankedana secara langsung
dari masyarakat luds.

Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkntuk melakukan
salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti:

1. Sewa Guna Usah#&ésing

2. Modal Ventura (venture capital)

3. Anjak piutang(factoring)

4. Pembiayaan konsumynonsumer finance)

5. Kartu kredit(credit card).

Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembisgperti diatas,
telebih dahulu harus memperoleh izin dari menteuigkhgan.

Ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam perabédasilitaseasing dan

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibaklgsing-masing pihak dalam

*Ibid.

Slbid.



melakukan kegiatan selalu bekerja sama dan shélergaitan satu sama lainya
melalui kesepakatan yang dibuat bersama.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses perabefasilitasleasing
adalah sebagai berikfit:
1. Lessor
Merupakan perusaha&masingyang membiayai kegiatan para nasabahnya
untuk memperoleh barang-barang modal.
2. Lessee
Adalah nasabah yang mengajukan permohonassing kepadal.essor
untuk memperoleh barang modal yang di inginkan.
3. Supplier
Yaitu pedagang yang menyediakan barang yang aKeasiig sesuai
perjanjian antard.essor denganLesseedan dalam hal inBupplie juga
dapat bertindak sebadagssor
4. Asuransi
Merupakan perusahaan yang akan menaggung resikadtgr perjanjian
antara Lessor dengan Lessee Dalam hal ini Lesseedikenakan biaya
asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perarsadlean menaggung
resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadapngoayang di

Leasingan.

8 bid.



Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara perusahaasing lainya dapat
berbeda. Didalam Surat Keputusan Menteri Keuangamady 1169/KMK.01/1991
tanggal 21 November 1991, kegiatagasingdapat dilakukan dengan 2 cara yditu:

a. Melakukan sewa guna usaha dengandpsibagilessegFinance Lease)

b. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpapsibagilesee (Operating

Lease).

Ciri-ciri kedua kegiatar.easingseperti yang dimaksud diatas adalah sebagai
berikut?®

1. Kriteria untukFinance Leas&pabila suatu perusaha@asingmemenuhi

persyaratan:

a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selamaenasgiuma usaha
pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang ydin_easeharus
dapat menutupi harga perolehan barang modal yangedse dan
keuntungan bagi pihakessor

b. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentwwagenai hak
opsibagilLessee.

2. Sedangkan kriteria untu®perating Leaseadalah memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

"Ibid.

8bid.



a. Jumlah pembayaran selama mhsasingpertama tidak dapat menutupi
harga perolehan barang modal yand dasekarditambah keuntungan
bagi pihaklLessor

b. Didalam perjanjianLeasing tidak memuat mengenai habpsi bagi
Lessee

Dasar hukum perjanjideasingdi Indonesia ini antara laih:
A. Umum (general):
1. AsasKonkordansiHukum berdasarkan pasal Il aturan peralihan UUN5194
atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa
2. Pasal 1338 KUH Perdata asas kebebasan berkontrék asas-asas

persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantumBadd& Buku I

KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepamaa pihak untuk

memilih isi perjanjian mereka sepanjang itu tiddl @ertentangan dengan

Undang-undang, kepentingan/kebijakan umufRublic Policy) dan

kesusilaan.

3. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku 11l Bah.Wang berisikan
tentang ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewanjs@g tidak
adanya penyimpangan oleh para pihak. Pasal-pasah@mbahas hak dan

kewajibanLessordanLessee

°Djoko Prakoso, Bambang Ri Lady Yabiasar Hukum Persetujuan Tertentu dilndonesia

(Jakarta: PT.Bina Aksana, 1987).



B. Khusus (Specipic):

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan téfeRerindustrian
dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No-k2p/MK/IC/2/1974,
No. 32/M/SK/2/1974. No. 30/Kpb/1/1974 tertanggal Februari 1974
tentang perizinan usathaasing

2. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik iredta No. KEP.
649/MK/IV/5/1974 tertanggal 6 Mai 1974, tentang iperan usaha
Leasing

3. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik hedta No. Kep.
650/MK/IV/5/1974 tertnggal 6 Mai 1974, tentang pgagan ketentuan
pajak penjualan dan besarnya bea materai terhaddyalleasing

4. Surat Edaran Derektur Jendral Moneter No. PENG/EBIN/111.1/7/1974
tertanggal 8 juli 1984, tentang:

a. Tata cara perizinan
b. Pembatasan usaha
c. Pembukuan
d. Tingkat suku bunga
e. Perpajakan
f. Pengawasan dan pembinaan
5. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/kp/lif8Aanggal 1

Februari 1980, mengenai lisensi/perizinan kegiatsaha sewa be(Hire



Purchase), jual beli dengan angsuran/cicila(sale and Purchase by
Installmet),dan sewa menyew@&enting).

6. Surat Edaran Dirjen Moneter dalam Negeri No. S4544D/1983
tertanggal 31 Agustus 1983 tentang ketentuan pgnpgan izin usaha
perusahaaatheasing dan perpanjangan pengunaan tenaga warga negara
asing pada perusahakeasing

7. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri No. Se 544B/1983
tangggal 1 September 1983 tentang tata cara daeguopendirian kantor
cabang dan kantor perwakilan perusahasasing

8. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik hedta No. Se.
742/MK/. 011/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai R#ddal 23 atas
usahaFinancial Leasing

9. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No2842J. 22/1984 tanggal
26 Juli 1984 mengenai PPH pasal 23 atas uSelaacial Leasing

Dengan demikian maka untuk pembuatan perjaniiaasing yang harus

mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antatekqpihak yang
bersangkutan, selain itu kita harus berpegang ggds-asas dan ketentuan-ketentuan
hukum yang terdapat di dalam undang-undang nelgtaa dalam hal ini Kitap
Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan dan kateketentuan hukum

yang terdapat didalam undang-undang Negara kitaankedksing berdiri yang

statusnya sebagai lembaga non bank yang fungsityegkat dengan bank yaitu



memberikan pembiayaan yaitu berupa barang modalg&eadanya hukum dalam
perikatan perjajian maka pihak-pihak yang berhubanaik itulesseemaupun
lessor tidak ada yang dirugikan sehingga perjanjian deyjalan dengan lancar.
Leasingsecara tidak langsung telah mengembangkan perekanderutama
perekonomian masyarakat kalangan menengah kedaasihg sebagai suatu
alternatif untuk memperoleh kebutuhan tersier bagisyarakat. Dengan adanya
Undang-undang yang mengatur tentang perikatan nredahak bagi pemberi

pinjaman dan peminjam telah teratur dan harustditaa

B. TATA CARA DAN PROSEDUR LEASING
Leasingmempunyai dua tata cara pembiayaan yang dilakigksmgyaitu:
1. Pembayaran di muka (Payment in Advance)

Yaitu pembayaran angsuran pertama dilakukan peaatarsalisasi. Angsuran
ini hanya mengurangi hutang pokok karena pada igadtelum dikenakan bunga.
Misalnya, kontrakeasingdilakukan pada tanggal 1 januari 2010 untuk jang&ftu
12 bulan, pembayan pertama dilakukan pada tanggaluari 2010.

2. Pembayan sewa dibelakang (Payment in Arrears)

Yaitu angsuran yang dilakukan pada periode bernjautsetelahrealisasi.
Angsuran ini mengandung ungsur bunga dan cicilakokoMisalnya, kontrak
leasing dilakukan pada tanggal 1 januari 2010 untuk jangkaktu 12 bulan,
pembayaran pertama dilakukan pada tangggal 1 fiel2Q&0.

Besarnya pembayaran sewa ditentukan oleh bebeakjua berikut ini:



1. Nilai barang modal, yaitu total nilai harga baramgdal yang nilai sisa

pada akhir masa kontrak.

2. Simpanan jaminan, dilakukan atas permintdessor sebagaisecurity

deposityang besarnya tergantung kesepakatan antara kethrapihak .

3. Nilai sisa, yaitu perkiraan yang wajar atas nilaats barang modal yang

dilease pada akhir masa kontrak.

4. Jangka waktu, ini dikaitkan dengan jangka waktwkagn ekonomis atau

manfaat barang modal tersebut.

Tingkat bunga, yang digunakan dalam perhitungan bagaran leasing
adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan désgsoryang dihitung berdasarkan
besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keganiuyang diharapkan.

Ada beberapa prosedaasingyaitu:'°

A. CalonlLesseemengajukan permohonan untuk memperdtekilitas Leasing
baik secara lisan maupun tulisgandan Marketing Officer mengadakan
pembicaraan terlebih dahulu dengan calogssee jika dianggap perlu
bersama-sama dengan Supplfer.

B. Pihaklessorakan meneliti maksud dan tujuan permoholessee Penelitian

tentang perlengkapan dokumen yang di persyaratdgta masih ada

% asmir ,Bank & Lembaga Keuangan Lainygakarta PT. Rajawali Grafindo Persada,
2002), cet, ke-6, h.264.
" bid,.

12 eithzal rivai, Andria Permata, Ferry N Idroeg.cit.,h.1218.



dokumen dan informasi yang kurang, pemohon dimintentuk
melengkapiny® seperti: Lessee mengisi dan menyerahkan fomulir
permohonanFasilitas Leasing untuk perusahaan dan untuk perorangan,
dengan memenuhi syarat-syarat sebagai beftkut:
1. Perusahaan
a) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan-perutmhanmasuk
MPWP izin usaha , KTP, dan Domisili.
b) Neracadan daftar rugi/laba minimal tiga tahun terakhang telah di
audit.
c) Studi kelayaan jika ada.
d) Kontrak kerja jika ada.
e) Rekening koran minimal tiga bulan terakhir.
f) Foto copy KTP , para pengurus perseorangan.
2. Apabila Perorangan atau I ndividual
a) Foto copy KTP, diri sendiri/calobessee
b) Foto copy KTP, suami/isteri dari calbessee
c) Foto copy kartu keluarga jika belum ada surat nikah
d) Rekening koran minimal tiga bulan terakhir.

e) Surat keterangn gaji, jika calhmessederkerja.

Brasmir,loc.cit.

14 v/eithzal rivai,loc cit.



. Jika dokumen sudah lengkap, maka piHagsor memberikan informasi

tentang persyaratan tentang perjanjian kontrakramtsseedenganlessor

termasuk hak dan kewajiban masing-masing.

. Pihaklessorakan mengadakan penelitian dan analisis terhadapriasi dan

data yang diberikalessee

. Dari hasil penelitian diatas diambil beberapa kesilan:

a) Menolak permohonalesseedengan alasan tertentu.

b) Masih mepertimbangkan dengan cara ditunda sampgkgawaktu tertentu
dengan berbagai alasan.

c) Menerima permohonadesseearena telah sesuai dengan keingilessor

. Jika permohonandesseetelah diterima maka pihakessor mengadakan

pertemuan dengalesseetentang persyaratan yang yang harus dipenuhi dan

penandatangan surat perjanjian serta biaya-biagg farus di bayar oleh

pihaklessee

. Pihaklesseemembayar sejumlah kewajiban dan mendatangi sergmian

leasing

. Pihaklessormelakukan pemesanan kepada suplier sesuai deagamgbyang

di inginkan lesseedan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak

suplier.

Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asurang gadah

disetorlesseesebelumya.



J. Pihaksuplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dainbsikti
pembayaran yang telah dilakukassot

K. Pihaklessorjuga mengirim polis asuransi kepagsseesetelah diterbitkan
oleh pihakessoratas naméessee

Jadi dengan syarat-syarat yang tidak rumit nasabdah dapat melakukan
perjanjianleasing denganlessor Lessedidak perlu menyediakan dasaare (tidak
ada setoran) dan tidak perlu mengunkan anggunamgddemengunakan terasaksi
leasing maka perusahaan sudah menghemat pembayaran ajakely karena
pembayaran sewa sudah diangab sebagai biaya @ajgkakan mengurangi besarnya
pajak. Jika persyatan yang diajukan ole#ssee sudah terpenuhi damessor
memproser dan jika nasabah pantas mendapatkarmamjanelaluileasing maka
kontrakleasingakan berjalan dengan kesepakatan yang telah ditefatperusahan
leasingtersebut.

Adapun contoh transakigiasingtersebut yiatd?

Contoh 1:

Pak Danu ingin membeli sebuah mobil yang laku dipss seperti mobil
Jepang contoh Mobil Toyota, mobil tersebut sehd@&000.000 juta rupiah namun
pak danu tidak mempunyai uang yang cukup untuk neénmfiobil tersebut. Satu-
satunya cara yang dapat dilakukan pak dana agaat dapmbeli mobil Toyota

tersebut dengan waktu yang cepat yaitu mengunbgeesing untuk membeli mobil

15 Nara sumber , ade



tersebut.Leasing(Adira) menetapkan DP awal atau disebut DP mwhesar 20%
dan ditambah dengan biaya Adm, asuransi, dan bpagsisi. Pak danu ingin
mencicil selama 3 tahun, bunga yang ditetapg&asingjika angsuran cicilan setahun
yaitu 9%, 2 tahun 10%, 3 tahun 11%,sehingga sidangupak Danu sebesar
80.000.000 dikali 33% hasilnya 26.400.000. 26.400.6 80.000.000 = 106.400.000
adalah hutang tambah bunga yang harus dibayargrak dadi angsuran yang harus
dibayar pak danu setiap bulanya adalah sebesa4®8000 : 36 bulan =
28.805.600 ribu rupiah perbulan.

Didalam islam tidak diperolehkan bunga, karena husdglah riba dan lesing
memakai sistem bunga maka transaksasing tidak diperbolehkan didalam
perbankan islam. Menyingkapi penawaran kredit beghumeskipun murah dan kecil
harus mengacu kepadwdis jabir yang menyatakan bahwa nabi telah mengutuk
pemakarriba (kreditur), pemberi bung#&debitur), pencatat (petugas adminitrasinya),
dan kedua saksiny@otarisnya).Larangan ini secara tegas , jelas datii terdapat
dalam alquran dan hadist rasulluah saw yaitu datah al-baqgorah: 278-2790leh
karena itu agar transaksi sewa beli lebih terhirdtar hal-hal yang dilarang oleh
agama maka diarahkan kepd@aah Muntahiya Bittamlik.

Dalam prakteknya prosedur dan persyaratan yantagkan oleh perusahaan

leasingberbeda dengan lainya. Hal ini sesuai dengan kiegam perusahadeasing

16 Hidayat Nur WahitFigih Actud, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.79.



itu sendiri dan secara umum prosedur dan persysaatidak jauh berbeda dengan

yang telah di uraikan diatas.

C. KEDUDUKAN LEASING DALAM HUKUM ISLAM

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola j&dil &dalah transaksi sewa
atauijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalanaladihd yang dilakukan
atas dasar suatu manfaat dengan imbalanljasah adalah istilah dalam Figih Islam
dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan [mkikatnyaijarah adalah
penjualan manfaat. Didalam perbankan islam tid&erdal istilahleasing Tetapi
leasing sering disamakan dengajarah, karenaleasing mempunyai kemiripan
denganijarah yaitu keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari ghak kepada
pihak lain atas dasar manfaat. Maka didalam pedang&amleasing di Qiaskan
kedalam ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) vyaitu trasaksi jual beli dengan
perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objekasdiakhir periode sehingga
trasaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obgskva.

Yang manaQias menurut istilah ahliushul figih adalah: mempersamakan
suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengam $asus yang ada nas
hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illairhaya,'’karenaljarah/ljarah

muntahiya bittamlikmempunyai kemiripan dengdreasing pada sistem keuangan

YAbdul Wahhab Khallafilmu Ushul Figih,(Semarang: Dina Utama,1994), h.80



konvensional karena keduanya terdapat pengalihsumge dari satu pihak kepihak

yang lain atas dasar manfaat.

Dengan begitdeasingdanijarah muntahiya bittamlikdapatdigiaskanpada

system keuanganya dengan terdapatnya sesuatu ipangsésuatu dari satu pihak

kepihak yang lain atas dasar manfaat, dengan begipat diarahkanya transaksi

sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari peaiougang dilarang oleh agama.

Adapun rukun-rukui®ias Yaitu rediri dari empat rukun, yaitd:

1.

Al-Ashlu, yaitu: Sesuatu yang ada nash hukumnya. ia disgeigat al-
magis ‘alaih (yangdigiaskankepadanya)mahmul ‘alaih (yang dijadikan

pertanggungan), danusyabbah biljyang diserupakan denganya).

. Al-far’'u,Yaitu: Sesuatu yang tidak adanash hukumnya. ia gligebut :

Al-magqis (yang digiaskan, al-mahmul(yang dipertanggungkan), dan

al-musyabbalfyang diserupakan).

. Hukum Ashl vyaitu: Hukum syard yang ada nashnwy pada al-ashl

(pokok)nya, dan ia dimaksutkan untuk menjadi hokpada al-far'u

(cabangnya).

. Al-illat, yaitu: sesuatu yangmenjadikan dasar yang membemikdam

pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu padangdfar’), maka ia

disamakan dengan pokoknya daris segi hukumnya.

18 AscaraAkad & Produk Bank SyarialtJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 100

19 Abdul Wahhab Khallafop.cit.,h.80.



Didalam perpindahan kepemilikan daldeasing kita kenal ada dua jenis
yaitu: operating leasedan financial lease Dalam operating lease tidak terjadi
perpindahan kepemilikan asset, baik diawal maupaikhd periode. Dalanfinancial
lease diakhir periode sewa sipenyewa diberi pilihanuknmembeli atau tidak
membeli barang yang disewa tersebut. fadtisfer of tittemasih berupa pilihan, dan
dilakukan diakhir periode.

Dilain pihak, ijarah sama sepertperating leaseyaknik tidak adarasfer of
title baik diawal maupun diakhir periode namun demikiagg akhir masa sewa
lessordapat saja menjual barang yang disewakanya keljpadaeOleh karena itu
didalam perbankan islam dikengarah muntahiyah bittamlik/IMBT(sewa yang
diikuti dengan berpindah kepemilikan). Yaitu haggwa dan harga jual disepakati
diawal perjanjian. Karena didalam IMBT, pihak yamgnjewakan berjanji diawal
periode kepada pihak penyewa, apakah akan menpraing tersebut atau akan
menghibahnya.

IMBT merupakan rangkaian dua buakad yakni akad al-bai’ dan akad
ijarah muntahiya bittamlikIMBT). Al-baik’ merupakarakad jual-beli, sedangkan
IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyéyaaah) dan jual beli atatibah
diakhir sewa.*’Dalam ijarah muntahiyah bittamlikperpindahan hak milik barang

terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagkuber

20 Adiwarman A. KarimBank Islam Analisis Figih Dan Keuanga@akarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2004), h. 149.



Dengan demikian ada dua jenis IMBT, yakni:
a. IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir peziséwa(IMBT with
a promise to hibah).
b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periseea.(IMBT with a
promise to sell)
Adapun contoh dari IMBT dengan janji untuk menjbalang tersebut diakhir
masa sewa’

Contoh 2:

Bapak Hasan ingin menyewa sebuah ruko selama h tatulai tanggal 1
agustus 2010 sampai 31 juli 2011 dan bermaksud milerwgh diakhir masa sewa.
Pemilik ruko mengiginkan pembayan sewa secara tutimiuka sebesar 2 miliyar
(tanggal 1 agustus 20010) dan 2 milyar diakhir mssaa (31 juli 2011) untuk
membeli ruko tersebut. Atau ruko tersebut dibatigeung pada tanggal 1 agustus
2010, pemilik ruko bersedia menjual dengan hardga Bjlyar. Dengan pola
pembayan diatas, kemampuan keuangan pak hasan rtidalungkinkan. Bapak
hasan hanya mampu membayar sewa ciciclan sebe8£08M®00,- per bulan dan
membeli ruko diakhir masa sewa. Oleh karena itlakdmsan meminta pembiayaan
dari bank syariah sebesar Rp 2 milyar diawal masea g1 agustus 2010) dan 2
milyar diakhir masa sewa (31 juli 2011). Baskariah mengiginkan persentase

keuntungan sebesar 20% dari pembiayan yang dilmerika

2 Adiwarman A. Karimop.cit.,h. 160



Analisa bank:

Haraga barang

Harga beli tunai

Keuntungan bank ketika menyewakan
(2,857% x Rp 3,5 milyar)
Keuntungan bank ketika menjual
(17,143% x Rp 3,5 milyar)

Total harga barang

Kemampuan membayar nasabah
Pembayan sewa cicilan

RP 300.000.000 per bulan

Pembelian ruko diakhir masa sewa

Total kemampun membayar

RP 3.500.000.000,-

RP  100.000.000,-

RP __600.000.000,-

RP 4.200.000.000,-

RP3.600.000.000,-

RP  6000000-

Rp4.200.000.000,-

Dengan analisis tersebut maka bentuk pembiyaary gdrerikan oleh bank

kepada bapak hasan adalah:

Strukturakad: al-bai’'wal IMBT dengan janji untuk menjual barang tersebut

diakhir masa sewa.

Dimana dalam prakteknya, produk ini dapat dilakkanamelalui berbagai

cara®?

2|pid.



1 ljarah Muntahiya Bittamlikmelalui Hibah (pemindahan hak milik sah
tampa imbalan).

Suatu bentuk sewa yang dalam hal ini hak milik balpindah kepada

lesseetampa ada imbalan, dengan melakukdad hibahdalam rangka

memenuhi janji sebelumnya ketika penyelesaianaricsewa terakhir, atau
melalui pembuataakta hibahyang di isyaratkan pada penyelesaian sewa
cicilan ijarah. Hak milik sah lalu secara otomatis berpindah @appriu
melakukanakad baru dan tanpa pembayaran tambahan selain daahum
yang dibayar olelesseeadidalam penyelisaian cicilan.

2 ljarah Muntahiya Bittamlikmelalui perpindahan hak milik sah (penjualan)
pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolisiaRgan mencakup hal-
hal sebagai berikut:

a. Akadijarah yang bisa dilaksanakan setelah sewaigaah ditentukan.
Jika jangka waktijarah habis masanya, mak&kadijarah akan batal.

b. Suatu janji untuk melakukaakad penjualan yang akan dilakukan pada
akhir jangka waktujarah. Ini bisa dilakukan bildesseemengiginkanya
demikian dan telah membayar simbolis .

3 ljarah muntahiya bittamlikmelalui perpindahan secara sah (penjual) pada
akhir sewa sejumlah yang ditentukan di dalam peaxaew

Kesepakatan ini juga merupakan suatad yang mencakupkadijarah dan

suatu janji untuk melakukan suatkad penjualangkadini mencangkup jumlah asset

yang dijual yang harus dibeli oldassee(pembeli) setelah habisnya jangka waktu



ijarah. Dengan demikian, ketikasseemembayar imbalan yang disepakati asset yang
disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpmd#apadaesseeyang berhak
atas hak manfaat dan memindahkan atau menjual #ssetout dalam bentuk
pemindahan apapun secara sah.

Mengenai ketentuan hukurakad ini, tidak diragukan lagi bahwa ketika
kesepakatan berlaku, dia diperlakukan sebagad ijarah yang mengharuskan
berlakunya syri'at dan efek daakadijarah. Akadpen-jualan hanya menjadi berlaku
setelah berlakuknya maakadijarah.

4 ljarah muntahia bittamlik melalui perpindahan hak secaia (penjualan)
sebelum akhir jangka waktu persewaan., dengan hgagg ekuifalen
dengan cicilanjarah yang masih tersisa.

Kesepakatan ini mencakup suatu janji yang dibugtilessorbahwa dia akan
memindahkan hak milik dari asset yang disewakaradalesseesewaktu-waktu di
inginkan olehlesseeselama jangka waktijarah. Pemindahan hak itu pada harga
ekufalen dengan cicilajarah yang tersisa apabila ada keinginan untuk membeli.

5 ljarah muntahiya bittamlikmelalui perpidahan bertahap hak milik sah

(penjualan) asset yang disewakan.

Kesepakatan ini mencakup suatkad ijarah dengan suatu janji yang dibuat
olehlesseebahwa dia secara bertahap akan memindahkan hiksatil secara penuh
dari asset yang disewakan kepdédsseesampailesseemempunyai hak milik sah
secara penuh dari asset yang disewakan.. Ini aledibatkan penentuan harga asset

yang disewakan yang harus dibagi selama jangkaweed ijarah sehingga lesee



mampu memperoleh bagian dari asset yang disewak@mbah kepadkesseepada
akhir akadijarah.

Jika karena suatu alasakad ijarah dibatalkan sebelum berpindahnya hak
milik kepadalessee maka hak milik dari asset yang disewakan akaagiibntara
lessordanlesseekepada siapa hak milik sebagian telah berpindahmemberikan
keadilan kepad&sseeyang tujuannya adalah memperoleh hak milik desetgang
disewakan melalui pembayaran sewa melebihi junrgalaaya yang wajar.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

O J2e6 09O 74 ANOR du
o[X]¢o AEHAGDR OO e JOED BXHVUOURD IO ¢S OMs
#Lor[18 2€7 fORHAR OV A<=78000EHEN AN €CRY
Qe ONO=>Or oo M= Sl AToTPESER
BXMACORHRa -0 A #F oI BX-U2>00zxa €0
<OBQND ¢U0DHOOL D= o OAYE A Lo OO
Artinya:

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oramgn] tidak dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menang patut, bertakwalah
kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa AllahaMilelihat apa yang
kamu kerjakan”.(Al-Bagaroh:233J

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapApa bila kamu

memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan terseeununjukan adanya jasa

Zpepag RIAI-Quran dan TerjemaharfSemarang: Toha Putra, 1971) h.57



yang diberikan berkat kewajiban membayar uffak) secara patut. Dalam hal ini
termasuk di dalamnya jasa penyewaan kasing

ljarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah trasaksi sewa dengan
perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objekasdiakhir periode sehinga
tranaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objaewa.berbagai bentuk alih
kepemilikan IMBT antara laif*

a. Hibah diakhir periode, yaitu ketika pada akhir periogsva dihibahkan
kepada penywewa;

b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu keplda akhir periode
sewaassetdibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku paatitu;

c. Hargaekuifalendalam periode sewa, yaitu ketika penyewa mendsset
dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhirgashe harga
ekufalendan

d. Bertahap selam periode sewa, yaitu ketika alih keigean dilakukan
bertahap dengan pembayaran cicilan selama peravee s

Apabila diperhatikan ketentuan yang terdapat daganiat islam, seperti teks

hukum yang berbunyi;

VAL D000 wWa 3 HITQYHE HHEMOROXE OO

<AMI¢<-e0 BOgRe0e ¢ COODIH>EC RO SO
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SOXIOM HEPYROGN0D W 3 BIPHYE LB EBH 107

%pscarya,op.cit.,103.
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Artiny

“karena sesungguhnya orang yang paling baik yangnkaambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapipercaya”.(QS.Al-

Qashsah: 267

Berdasarkan teks hukum diatas, dapat dibenarkamdalaria islam selama
tidak keluar dari ketentuan hukum islam. Dapat plitambahkan bahwéeasing
dalam istilah hukum islam disebut dengjanah muntlahgah

Leasingdalamakad IMBT ini salah satunya diaplikasikan untuk pemiasiay
pemilikan kendaraan atau mobil (baru atau bekaslprd hal ini, Bank sepakat untuk
membeli kemudian menyewakan mobil sesuai dengasifiasi yang di inginkan
oleh nasabah untuk jangka waktu tiga, empat, ataa fahun. Pada akhir periode
sewa nasabah akan memperoleh kepemilikan modatasgemuh yang dibayar
dengan deposit awéhitial security deposi).

Denganakadini semua resiko kepemilikan berada ditangan B&sknentara
itu, resiko pengunaan berada ditangan pemakai gghiBank adalah pemilik penuh
asset dan dapat menghasilkan pendapatan dari kasdvea yang diperoleh secara
syariah. Jika mobil objek sewa hilang atau rus&di takadsewa menyewa batal dan

nasabah tidak harus membayar ongkos sewa.

% Depag Rlpp.cit.,h.631



Selain untuk kepemilikan mobikkad IMBT juga dapat digunakan untuk
pemilikan real estate, computer, mesin, dan penaldengarakadini Bank Syariah
memberikan kebebasan memilih kepada nasabah unérdapatkan asset yang
dibutuhkanya dari sumber yang mereka pilih serslsuai dengan evaluasi dan
pengalaman mereka. Pihak penyewa dalam hal ini kmeti penguasaamasset
selama periode sewa. Pihak Bank juga tetap selpegailik asset selama periode
sewa dan hanya akan mengalihkan kepemilikan jikdaoi sewa telah dipenuhi
sesuai kesepakata.

Kerenaleasing memakai sistem bungan maka yang mana didalam islam
system bungan tidak diperbolehkan walau sekecilp@apa Dalam hal ini
pengharaman riba atau bunga berlaku dalam berdnkaksi dan lembaga apapun
baik bank dannon bank Maka dari pada itu keberkahan bukan p&dantitas
melainkankualitas harta yang kita dapat meskipun sedikit atau didapsya lebih

mahal asalkan halal. Jddasingtidak diperbolehkan dalam islam.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhatdegsing menurut hukum

islam diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum perjanjian tentang ketentua-ketentuam umumtarteg perikatan-
perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perfangerdapat pada pasal
1233, 1234, 1313, 1338 dan 1601. Dimana kohesgong dalam hukum
perdata tertuang didalam surat keputusan bersam@eme<euangan,
Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor
Kep.112/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/21/74 dan Nom80/Kpb/l/74
tanggal 7 februari 1974 tentang perizinan ushbasing di Indonesia.
Sejak saat itu khususnya tahun 1980 jumlah perasabgana usaha dari
tahun ketahun untuk membiayai penyediaan barangrgamodal dunia
usaha semakin meningkat.

2 Tata cara dan prosedlgasing ini dalam prakteknya ditetapkan oleh
perusahaateasing dan setiap perusahabsasing mempunyai tata cara dan
prosedur yang berbeda tetapi secara umum prosedumpeérsyaratanya
tidak jauh berbeda, sehingga tidak memperumit pessee. Dengan
melakukan kontark leasing maka nasabah banyak mendapatkan

keuntungan dibandingan dengan mengunakan pinjaarabahk.
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3 Kedudukanleasing didalam hukum islam suatu alternatif baru didalam
perbankan islam, secara umusasing dibolehkan didalam islam tetapi
leasing yang tidak melangar aturan-aturan akad didalamummuksiam.
Namun transakdieasing yang banyak dipakai sekarang memakai sistem
bunga sehingga didalam islam melarang transaksg yaana terdapat
bunga atau riba dan terdapat gharar. Maka Didalatami tidak
dibolehkanya adanya pengambilan untung yang berljgeda berupa
bunga sehingga dari pada itu transaksi sewa Ul ldiarahkan kepada
ijarah muntahiya bittamblik. Karena akadeasing termasuk kedalam sewa
guna usaha dan sering disamakan dengan ijesagmng digiaskan kedalam
jjarah, dimanaijarah disini dispesifikan kedalamjarah muntahiya
bittamlik.dimana transaksi sewa beli dengan peganuntuk menjual atau
menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingdiakhiri dengan alih
kepemilikan objek sewa.

Leasing dibolehkan didalam syariat islam selama tiddlk&edari ketentuan

hukum islam. Yang mana islam telah mengatur tent&etentuan-ketentuan

bertransaksi didalam bermua’malah.

B. SARAN
Dibagian akhir penulisan skripsi ini, penulis imgnemberikan saran yang

berkenaan dengan perjanjii@asing menurut hukum islam sebagai berikut:
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1. Dalam pengamatan penulis lakukan terhadap penargasing maka
penulis menyarankan kepada badan pengelola akeal Isgliwvatau disebut
leasing agar tidak mengabil keuntungan terlalu besar, nggfai para
nasabah tidak telalu terbebani dengan adanya pembggp bulan yang
ditambah dengan bunga .

2. penulis menyarankan kepada konsumen untuk lebihnaemilih akad
perjanjian untuk memperoleh manfaat barang, dera@emyaleasing
banyak konsumen yang tertolong mendapatkan barang kangsung bisa
dipakai dengan pembayaran angsuran. Dengan bebdwagkan kepada
konsumen agar dapat mematuhi peraturan yang tébaiatdolehleasing

karena utang adalah kewajiban bagi konsumen yams ki#unasi.
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